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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengaturan fiktif negatif dan fiktif 
positif dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menimbulkan 
permasalahan terkait perlindungan hak dan kepastian hukum, khususnya setelah 
diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024. 
Secara normatif, fiktif negatif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan fiktif positif 
diperkenalkan melalui Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. Kemudian ketentuan ini mengalami perubahan melalui 
Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan PTUN dalam 
permohonan fiktif positif. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan 
ketidakpastian mekanisme perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis eksistensi pengaturan fiktif negatif serta bentuk perlindungan hukum 
pasca diterbitkannya oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Metode yang digunakan 
adalah penelitian yuridis doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, 
kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum 
serta didukung data empiris melalui wawancara dengan hakim PTUN Semarang. 
Analisis penulisan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengaktifkan kembali 
penerapan fiktif negatif sebagai dasar penyelesaian sengketa akibat sikap diam 
Pejabat Tata Usaha Negara, khususnya dalam sengketa MODI. Namun, pengaturan 
tersebut menimbulkan permasalahan terhadap harmonisasi norma dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan. Disimpulkan bahwa penguatan kembali fiktif 
negatif berfungsi sebagai instrumen pemulihan perlindungan hak dan kepastian 
hukum kepada Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun masih memerlukan penataan 
regulasi yang lebih komprehensif dan konsisten. 
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